BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka

kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pada perjanjian keanggotaan pusat kebugaran Celebrity Fitness
Indonesia, Gold’s Gym Indonesia, dan Elite Sports Club and Wellness
terdapat klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1)
UUPK. Dari ketiga perjanjian keanggotaan pusat kebugaran terdapat
persamaan pelanggaran yaitu pada Pasal 18 Ayat (1) huruf a yang
menyatakan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dengan
menyatakan pengalihan tanggung jawab, sedangkan ketiga pusat
kebugaran tersebut mencantumkan klausula yang menyatakan pengalihan
tanggung jawab. Selain Pasal 18 Ayat (1) huruf a ketiga perjanjian
tersebut juga melanggar Pasal 18 Ayat (1) huruf c yaitu dengan
mencantumkan klausula baku pada perjanjian keanggotaan dengan
menyatakan bahwa pihak pusat kebugaran berhak menolak kembali
penyerahan uang yang dibayarkan atas jasa yang dibeli oleh anggota
sebagai konsumen. Perjanjian keanggotaan Celebrity Firness Indonesia
dan Gold’s Gym Indonesia juga melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1)
huruf d, dimana pihak pusat kebugaran mencantumkan klausula baku
yang menyatakan pemberian kuasa secara sepihak dari konsumen kepada
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana hal
tersebut secara jelas dilarang pencantumannya dalam Pasal 18 Ayat (1)
huruf d. Sedangkan pada perjanjian keanggotaan pusat kebugaran Elite
Club Sports and Wellness terdapat klausula baku yang menyatakan
tunduknya konsumen sebagai anggota atas aturan baru, tambahan,
lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan secara sepihak, Pasal 18 Ayat (1)

huruf g secara jelas menyatakan larangannya terhadap klausula yang
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mengandung pernyataan seperti di atas. Sedangkan pada perjanjian
keanggotaan Celebrity Fitness Indonesia selain melanggar Pasal 18 Ayat
(1), perjanjian keanggotaan tersebut juga melanggar Pasal 18 Ayat (2)
mengenai tata letak dari klausula baku. Pada akhirnya ketiga perjanjian
tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 UUPK.

2. Walaupun Pasal 18 Ayat (3) UUPK telah menetapkan bahwa klausula
baku yang melanggar UUPK dinyatakan batal demi hukum, namun
dalam praktiknya pembatalan itu harus didahului oleh sebuah upaya
hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap klausula baku yang
melanggar UUPK adalah mengajukan permohonan penetapan
pembatalan kepada hakim di pengadilan negeri. Sementara itu jika telah
terjadi kerugian yang diakibatkan oleh adanya klausula baku yang
merugikan konsumen, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
konsumen adalah dengan menggugat ganti kerugian baik melalui
lembaga di luar pengadilan maupun melalui lembaga dalam lingkungan
peradilan umum seperti yang telah diatur dalam Pasal 45 UUPK. Tetapi
dalam ketiga perjanjian keanggotaan di atas, dengan menandatangani
perjanjian tersebut calon anggota setuju untuk menyelesaikan sengketa

yang terjadi melalui lembaga di luar pengadilan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis akan

mengutarakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi upaya

perlindungan konsumen, khususnya dalam hal perlindungan konsumen dari
klausula baku yang merugikan. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan
sebagai berikut:

1. Pihak pusat kebugaran selaku pelaku usaha seharusnya juga memiliki
itikad baik dalam mengelola usahanya, khususnya dalam pencantuman
klausula baku dalam perjanjian keanggotaan pusat kebugaran yang dapat
menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pelaku usaha seharusnya

menyadari dengan baik kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha
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yang tecantum dalam UUPK. Diharapkan dalam menjalankan usahanya,
pihak pusat kebugaran tidak hanya melindungi kepentingan mereka
sendiri, tetapi secara bersamaan juga menjamin kepentingan konsumen.

. Selain menerbitkan Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk pusat
kebugaran, seharusnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga melakukan evaluasi terhadap perjanjian keanggotaan pusat
kebugaran yang terdapat klausula baku di dalamnya. Jika di dalam
perjanjian pusat kebugaran tersebut terdapat klausula baku yang
melanggar ketentuan dalam Pasal 18 UUPK maka menjadi pertimbangan
bagi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk mengeluarkan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk pelaku usaha pusat
kebugaran.

Konsumen seharusnya mengetahui hak-hak mereka yang tercantum
dalam UUPK selain itu, konsumen yakni anggota dari pusat kebugaran
sebaiknya membaca dengan baik apa yang menjadi syarat dan ketentuan
sebelum setuju untuk mengikatkan dirinya di dalam perjanjian
keanggotaan tersebut. Dikarenakan jika konsumen yakni calon anggota
pusat kebugaran telah menandatangani sebagai tanda mengikatkan
dirinya dalam perjanjian, maka dapat diartikan bahwa konsumen tersebut
sudah membaca dan menyetujui atas semua klausula yang tercantum
dalam perjanjian tersebut. Konsumen juga diharapkan mengetahui hak
dan kewajibannya sebagai konsumen, supaya ketika membaca perjanjian

dapat mengetahui apakah hak nya dilanggar oleh pelaku usaha atau tidak.
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